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BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.11,2016 Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
PELAYANAN MASYARAKAT. SOSIAL.Perubahan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 48 Tahun 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2014 Nomor 48).

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN
TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK “ARUM DALU”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban
kekerasan perempuan dan Anak “ARUM DALU”, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan
Terpadu (PPT) Korban kekerasan Perempuan dan Anak “ARUM

DALU”;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);


http://bkk.bantulkab.go.id/
http://bkk.bantulkab.go.id/
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban
Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor
17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
10);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban
Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
S6);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan
Terpadu (PPT) Korban kekerasan Perempuan dan Anak
“ARUM DALU” (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban
Kekerasan Perempuan dan Anak “ARUM DALU” (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

(1) Kepala BKK PP dan KB mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian
unsur pelaksana berdasarkan laporan evaluasi kinerja kepada Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian unsure pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Dalam hal unsur pelaksana berakhir masa tugasnya, tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan tugas dan kewajibannya yang sedang berjalan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian konselor dan pengasuh ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan/atau perjanjian kerja dengan Kepala BKKPP dan KB.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 23

Konselor dan pengasuh bekerja berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau
perjanjian kerja dengan Kepala BKK PP dan KB.

Selama terikat Keputusan Bupati dan/atau perjanjian kerja dengan Kepala
BKK PP dan KB, konselor dan pengasuh tidak dapat terikat dengan
perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau Pemerintah daerah lain.

Keputusan Bupati dan/atau Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan hanya boleh diperpanjang paling banyak
2 (dua) kali.

Dalam hal konselor dan pengasuh berakhir masa tugasnya, tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya yang sedang
berjalan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.
SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 28 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.
RIYANTONO
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